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Kata Pengantar

Buku PKUB dan Paradoks Kerukunan: Analisis Kritis
atas Tata Kelola, Kesenjangan Data, dan Reformasi
Kebijakan Kebebasan Beragama (2019-2024) hadir di
tengah kebutuhan mendesak untuk membaca ulang arah
kebijakan kerukunan umat beragama di Indonesia. Dalam
periode lima tahun terakhir, ketika pemerintah berupaya
mengarusutamakan Moderasi Beragama, fakta di
lapangan menunjukkan paradoks yang tak dapat
diabaikan: meningkatnya Indeks Kerukunan Umat
Beragama justru bersamaan dengan naiknya jumlah
pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan
(KBB) yang dicatat oleh lembaga-lembaga independen.

Paradoks ini bukan sekadar anomali statistik, melainkan
cermin ketegangan mendasar antara narasi harmoni yang
dibangun di tingkat elit dan realitas diskriminasi yang
masih menghantui masyarakat di akar rumput. Di sinilah
pentingnya peran analisis kritis terhadap Pusat Kerukunan
Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama, lembaga
yang memegang mandat konstitusional untuk memelihara
dan memperkuat kerukunan umat. Buku ini menelisik
sejauh mana PKUB telah menunaikan tanggung
jawabnya, seberapa efektif tata kelola dan kebijakan yang
dijalankan, serta di mana letak kesenjangan antara
dokumen perencanaan dan hasil nyata di lapangan.

Analisis yang disajikan di dalamnya berangkat dari data
resmi pemerintah, laporan lembaga independen seperti
SETARA Institute, Komnas HAM, dan Human Rights
Watch, serta berbagai studi akademik tentang efektivitas




kebijakan publik di bidang keagamaan. Setiap bab
mengurai hubungan yang kompleks antara regulasi,
birokrasi, dan politik dalam membentuk wajah kerukunan
di Indonesia. Dengan gaya penulisan yang sistematis
namun komunikatif, buku ini tidak hanya memaparkan
masalah, tetapi juga mengusulkan enam rekomendasi
reformasi strategis — mulai dari transparansi data, revisi
Peraturan Bersama Menteri (PBM) No. 9 dan 8 Tahun
2006, hingga integrasi kebijakan PKUB ke dalam
Rencana Aksi Nasional HAM 2025-2029.

Lebih dari sekadar laporan evaluatif, karya ini adalah
refleksi kebangsaan. la mengajak pembaca untuk
memikirkan ulang konsep “kerukunan” bukan sebagai
slogan politik atau alat stabilitas sosial, melainkan sebagai
ukuran sejati dari kedewasaan demokrasi dan keadilan

sosial. Dalam dunia yang semakin plural, kerukunan sejati
tidak cukup diukur dari ketiadaan konflik, tetapi dari
keberanian negara dan masyarakat untuk menegakkan hak
setiap warga atas kebebasan beragama tanpa diskriminasi.

Kiranya buku ini menjadi sumbangan kecil namun berarti
bagi penguatan tata kelola kerukunan umat beragama di
Indonesia—sebuah upaya menuju masyarakat yang bukan
hanya rukun dalam wacana, tetapi adil dalam kenyataan.

Jakarta, 01 November 2025
Dr. Dharma Leksana, M.Th., M.Si.




Daftar Isi

Kata Pengantar
Pendahuluan Strategis
o A. Konteks Kebijakan dan Peta Jalan
KBB di Indonesia (2019-2024)
o B. Mandat, Fungsi, dan Relevansi
Strategis PKUB Kemenag RI
o C. Struktur Argumentasi dan Tujuan
Kritis Laporan
Kerangka Konseptual: Analisis Regulasi dan
Moderasi Beragama
o A. Definisi KBB dan Keterbatasan
Regulasi
B. Implementasi Program PKUB: Arah
dan Jangkauan
C. Analisis Kritis PBM No. 9 dan 8
Tahun 2006
o D. Moderasi Beragama sebagai Strategi
Kunci
. Analisis Kesenjangan: Indeks KUB versus
Realitas Pelanggaran Faktual
o A. Evaluasi Metodologi Indeks KUB
Kemenag
o B. Data Faktual Pelanggaran KBB: Tren
dan Pola Konflik
o C. Korelasi Data dan Paradoks
Kerukunan
. Evaluasi Tata Kelola Kelembagaan PKUB
dan Akuntabilitas
o A. Audit Transparansi Anggaran (DIPA)
PKUB




o B. Kritik Sistem Evaluasi Program: Dari
Output ke Outcome
o C. Keterbatasan Jangkauan Program
PKUB dan Peran FKUB
. Sinergi Lintas Sektor dan Integrasi Kebijakan
HAM
o A. Kelemahan Sinergi Ad Hoc Lintas K/L
o B. Mendesain Arsitektur Data KBB
Nasional
o C. Kebutuhan Integrasi PKUB dalam
RANHAM 2025-2029
Rekomendasi Kebijakan Prioritas dan
Reformasi Struktural
o A. Keterbukaan Data dan Dashboard
Nasional KBB

B. Reformasi Tata Kelola PKUB Berbasis

Data Outcome
C. Integrasi Program PKUB dengan
RANHAM
D. Skema Pendanaan Inklusif dan
Kemitraan Masyarakat Sipil
E. Pemantauan Independen dan Audit
Sosial
o F. Penguatan Kapasitas Aparatur dan
Reformasi FKUB
Penutup dan Proyeksi Kebijakan
. Daftar Pustaka dan Catatan Kaki
. Profil Penulis
. Sinopsis




|. Pendahuluan Strategis

A. Konteks Kebijakan dan Peta Jalan KBB di
Indonesia (2019-2024)

Periode 2019 hingga 2024 merupakan masa di mana
Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia secara
intensif mengarusutamakan kebijakan Moderasi Beragama.:

Kerangka kebijakan ini, yang secara eksplisit tertuang dalam
Rencana Strategis (Renstra) Kemenag 2020-2024, bertujuan
untuk mencapai "pengukuhan suasana kerukunan hidup umat
beragama yang harmonis" .2

Tujuan ini diukur melalui Indeks Kerukunan Umat Beragama
(KUB) yang secara statistik diklaim mengalami peningkatan
persepsi positif di masyarakat.

Meskipun demikian, analisis mendalam menunjukkan adanya
pola yang kompleks dan kontradiktif dalam dinamika
Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB). Data yang
dihimpun menunjukkan bahwa peningkatan Indeks KUB
berbanding terbalik dengan peningkatan insiden pelanggaran
KBB faktual.

Pelanggaran yang dicatat oleh lembaga independen, seperti
SETARA Institute, justru mencapai titik tertinggi, dengan 260
peristiwa dan 402 tindakan pada tahun 2024—angka tertinggi
dalam empat tahun terakhir.: Konflik faktual ini mayoritas
berpusat pada isu perizinan rumah ibadah dan diskriminasi
berbasis keyakinan minoritas.




B. Mandat, Fungsi, dan Relevansi Strategis
PKUB Kemenag RI

Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) berada di garda
depan dalam mengemban mandat konstitusional Kemenag
untuk memelihara kerukunan. Sebagai unit teknis eselon 2,
fungsi PKUB mencakup tiga pilar utama «:

1. Perumusan Kebijakan: Menyusun rencana, program,
kegiatan, dan anggaran (DIPA) yang spesifik di bidang
kerukunan umat beragama.

Pelaksanaan Teknis: Melaksanakan koordinasi,
bimbingan teknis di bidang bina lembaga kerukunan
agama (seperti Forum Kerukunan Umat
Beragama/FKUB), dan harmonisasi umat beragama.
Evaluasi dan Pelaporan: Bertanggung jawab atas
evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang kerukunan.

Relevansi PKUB diperkuat dengan implementasi program
hingga tingkat akar rumput, termasuk penguatan perspektif
Moderasi Beragama bagi Sumber Daya Manusia (SDM) di
Kantor Urusan Agama (KUA) dan pengembangan Early
Warning and Response System (EWS) di KUA.s

Program-program ini dirancang untuk mewujudkan kerukunan
melalui dialog lintas iman dan fasilitasi pendirian rumah
ibadah.




C. Struktur Argumentasi dan Tujuan Kritis
Laporan

Buku ini bertujuan untuk melakukan analisis kritis, obyektif,
dan mendalam terhadap peran dan efektivitas PKUB Kemenag
Rl selama periode 2019-2024. Analisis didasarkan pada
pengujian tiga premis kritis:

1. Paradoks KUB: Indeks KUB vyang meningkat
merupakan metrik perseptual yang gagal mencerminkan
realitas pelanggaran KBB faktual di lapangan,
menunjukkan kesenjangan antara narasi kerukunan elit
dan praktik di akar rumput.

Akuntabilitas Tata Kelola: PKUB belum mampu
menerapkan tata kelola berbasis data (evidence-based
policy) yang transparan, karena tidak tersedia data publik
yang menghubungkan alokasi anggaran (DIPA) dengan
indikator hasil (outcome) pengurangan konflik.

Kegagalan Regulasi: PKUB masih terperangkap dalam
kerangka Peraturan Bersama Menteri (PBM) No. 9 dan 8
Tahun 2006 yang kontroversial dan dinilai membatasi hak
KBB, alih-alih melindunginya, khususnya terkait isu
perizinan rumah ibadah.




Il. Kerangka Konseptual: Analisis
Regulasi dan Moderasi Beragama
(Integrasi Kebijakan)

A. Definisi KBB dan Keterbatasan Regulasi

Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) adalah hak
fundamental yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara.
Dalam konteks kebijakan PKUB, KBB harus diperlakukan
sebagai pemenuhan hak sipil, bukan sekadar urusan
harmonisasi hubungan antar-penganut.

Kemenag sendiri mengakui bahwa regulasi yang mengatur
kerukunan beragama masih kurang memadai ¢, menandakan
adanya celah legislasi yang seharusnya menjadi fokus utama
perumusan kebijakan PKUB.+ Celah ini membuka ruang bagi
peraturan daerah atau kebijakan lokal yang diskriminatif, yang
pada akhirnya memicu pelanggaran faktual.

B. Implementasi Program PKUB: Arah dan
Jangkauan

PKUB menerjemahkan strategi Moderasi Beragama menjadi
aksi konkret, terutama melalui penguatan kapasitas SDM KUA
dan implementasi Early Warning and Response System (EWS)
di tingkat KUA.s KUA adalah unit pemerintahan terdepan yang
paling dekat dengan masyarakat dan seharusnya menjadi titik
deteksi dini konflik.




Namun, meskipun KUA telah dilengkapi dengan EWS dan
penguatan perspektif moderasi, angka pelanggaran KBB
faktual tetap tinggi dan fluktuatif, bahkan mencapai puncaknya
pada 2024.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa sistem deteksi dini
tersebut mungkin tidak efektif dalam mengidentifikasi dan
merespons konflik latent. Pelanggaran KBB seringkali bersifat
sangat lokal, cepat menyebar, dan membutuhkan intervensi
yang memiliki daya paksa hukum.

Jika EWS KUA gagal menekan 260 peristiwa pelanggaran, ini
menunjukkan bahwa kewenangan KUA terlalu terbatas untuk
melakukan intervensi substantif atau sistem peringatan dini
yang digunakan lebih fokus pada gejala daripada akar konflik
berbasis regulasi diskriminatif.

C. Analisis Kritis Peraturan Bersama
Menteri (PBM) No. 9 dan 8 Tahun 2006

PBM 9/8 tahun 2006, yang mengatur Pendirian Rumah Ibadah,
merupakan regulasi paling sentral yang menjadi sumber utama
masalah pelanggaran KBB, terutama pembatasan ibadah.

Peraturan ini mensyaratkan persetujuan minimal 60 pengguna
dan 90 penduduk setempat, di mana proses ini difasilitasi oleh
FKUB.

1. Kontroversi FKUB sebagai Otoritas Veto: FKUB,
yang seharusnya berperan sebagai mediator dan motor
penggerak kerukunan 7, dalam praktiknya di banyak kasus
justru bertindak kontraproduktif. FKUB dikritik karena
sering menolak memberikan rekomendasi atau bahkan
merekomendasikan penutupan rumah ibadah minoritas.s




Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia
(PSI), Grace Natalie, menyoroti bahwa FKUB kerap
menjadi tempat ‘cuci tangan' Pemerintah Daerah (Pemda)
untuk menghindari tanggung jawab terkait perizinan
tempat ibadah.

Tuntutan Reformasi: Adanya tuntutan uji materi
judicial review yang diajukan oleh PSI dan dukungan dari
SETARA Institute terhadap penghapusan peran
rekomendasi FKUB ° menggarisbawahi kegagalan
regulasi ini dalam menjamin pemenuhan hak minoritas.
Mereka berpendapat bahwa perizinan harus dikembalikan
ke urusan teknis Pemda.

Kendala Politik PKUB: PKUB menyadari masalah
regulasi ini ¢, namun upaya reformasi PBM sangat sensitif
secara politik karena harus melibatkan musyawarah dan
konsensus dari perwakilan organisasi agama mayoritas
(MUI, PGI, KWI, dll.).= Posisi PKUB sebagai fasilitator
pemerintah seringkali membatasi keberaniannya untuk
menantang status quo yang didukung oleh kelompok
mayoritas, sehingga regulasi diskriminatif ini terus
melanggengkan konflik.

D. Moderasi Beragama sebagai Strategi
Kunci

Moderasi Beragama adalah kerangka strategis yang
diperkenalkan Kemenag untuk menangani ekstremisme dan
intoleransi.: Meskipun narasi ini penting untuk membangun
toleransi di tingkat elit dan internal birokrasi, muncul kritik
bahwa penekanan yang berlebihan pada wacana 'moderasi'
dapat mengalihkan fokus dari kebutuhan mendesak akan
penegakan hukum dan perlindungan hak sipil bagi
kelompok minoritas. Ketika konflik faktual (seperti perusakan




fasilitas keagamaan dan persekusi) meningkat, program yang
berfokus pada dialog umum (top-down) mungkin tidak cukup
untuk memberikan keadilan bagi korban yang haknya
dilanggar.=




I11. Analisis Kesenjangan: Indeks
KUB versus Realitas Pelanggaran
Faktual

Analisis ini menunjukkan inti dari "Paradoks Kerukunan,"
yaitu diskrepansi signifikan antara data perseptual pemerintah
dengan data faktual pelanggaran di lapangan.

A. Evaluasi Metodologi Indeks KUB
Kemenag (2019-2024)

Indeks KUB Kemenag menunjukkan tren peningkatan stabil,
dari 73,83 pada 2019 menjadi 76,47 pada 2024, mencerminkan
kenaikan 3,38 poin dalam lima tahun. Peningkatan ini
diinterpretasikan sebagai keberhasilan dalam peningkatan
persepsi masyarakat terhadap toleransi.

Namun, kritik akademik terhadap metodologi KUB
mengungkapkan adanya kelemahan fundamental:

1. Kritik Kualitas Indikator: Studi menunjukkan bahwa
Indeks KUB cenderung mengukur harmoni pasif
(hubungan keagamaan) dengan skor tinggi, namun gagal
menangkap toleransi aktif. Salah satu sub-variabel, yaitu
"kesediaan ikut aktif dalam acara keagamaan orang lain,"
mendapatkan nilai sangat rendah (1,83).:s
Bias Mayoritas: Terdapat indikasi bias dalam data di
mana mayoritas responden dari kelompok agama
mayoritas cenderung berada pada level indeks rendah
atau sangat rendah untuk variabel toleransi aktif.:




Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa Indeks KUB adalah
metrik yang sensitif terhadap narasi pemerintah dan
hubungan elit agama (co-existence), bukan terhadap
pemenuhan hak KBB individu di tingkat akar rumput
(affirmative action). Peningkatan KUB bisa jadi mencerminkan
internalisasi wacana Moderasi Beragama di lingkungan
Kemenag, tetapi tidak menjamin perlindungan hukum bagi
kelompok rentan.

B. Data Faktual Pelanggaran KBB: Tren dan
Pola Konflik

Sebaliknya, data pelanggaran KBB dari sumber independen
menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. SETARA Institute

mencatat rata-rata 180-250 peristiwa pelanggaran per tahun
antara 2019-2023, dengan lonjakan signifikan menjadi 260
peristiwa pada 2024. Pelanggaran didominasi oleh pembatasan
ibadah, persekusi keyakinan, dan perusakan fasilitas
keagamaan.

Komnas HAM dan Human Rights Watch (HRW) juga
mencatat pola konflik laten yang sering muncul di daerah
berbasis etno-religius, terutama menjelang tahun politik.:=
Wilayah seperti Jawa Barat konsisten mencatat insiden
tertinggi.” Temuan ini menunjukkan bahwa program PKUB
belum sepenuhnya menjangkau daerah rawan intoleransi yang
berada di luar zona prioritas kegiatan Kemenag.




C. Korelasi Data dan Paradoks Kerukunan

Tabel korelasi berikut memperjelas kegagalan program PKUB
dalam menciptakan kausalitas yang positif (KUB naik,
pelanggaran turun).

Tabel 1. Disposisi Konflik: Korelasi Indeks KUB Kemenag
dan Peristiwa Pelanggaran KBB Faktual (2019-2024)

Indeks Peristiwa Pola Implikas
KUB Pelanggaran Korela i Kritis
(Kemen KBB si Awal
ag) (SETARA/Esti
masi)

Tidak KUB
signifik tinggi,

an pelanggar
an
signifika
n.

Korelas KUB

i turun
negatif tajam,
pelanggar
an naik.

Korelas KUB

i positif pulih,
pelanggar
an turun.




Stabil Kenaikan
KUB
marginal,
pelanggar
an mulai
meningka
t lagi.

Korelas KUB

i meningka
negatif t pesat,
pelanggar
an
meningka
t tajam.

Korelas KUB

i tertinggi,
negatif pelanggar
kuat an juga
mencapai
puncakny
a.

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa korelasi antara
peningkatan Indeks KUB dan jumlah pelanggaran KBB
tampak lemah atau cenderung negatif, terutama dalam dua
tahun terakhir (2023-2024). Analisis ini menyoroti bahwa
peningkatan persepsi kerukunan yang berhasil dibangun PKUB
belum menekan konflik aktual di lapangan. Jika program
PKUB efektif, seharusnya ada korelasi negatif yang konsisten.
Kenaikan KUB mungkin mencerminkan keberhasilan PKUB
dalam komunikasi dan internalisasi Moderasi Beragama di
tingkat elit atau internal Kemenag/FKUB.




Namun, kegagalan dalam menekan insiden faktual
menunjukkan bahwa program PKUB tidak memiliki
mekanisme intervensi efektif terhadap aksi intoleransi
terorganisir atau kebijakan diskriminatif daerah. Oleh
karena itu, PKUB perlu mengalihkan sumber daya dari
program dialog generik (output-based) ke program mitigasi
konflik berbasis legal dan penegakan hukum (outcome-
based).




V. Evaluasi Tata Kelola Kelembagaan
PKUB dan Akuntabilitas

A. Audit Transparansi Anggaran (DIPA)
PKUB (2019-2024)

Salah satu celah kritis dalam tata kelola PKUB adalah
kurangnya transparansi dan akuntabilitas anggaran. Meskipun
PKUB bertanggung jawab atas perumusan anggaran ¢ dan
proses perencanaan alokasi anggaran dilakukan =, tidak
tersedia data agregat publik yang secara eksplisit
menghubungkan realisasi DIPA PKUB 2019-2024 dengan
penurunan tingkat insiden KBB di wilayah spesifik.

Ketiadaan data publik yang mengaitkan investasi program
dengan hasil faktual (pengurangan insiden) menghambat
evaluasi kebijakan berbasis data (evidence-based policy).
Kondisi ini menunjukkan PKUB belum melaksanakan fungsi
evaluasi dan pelaporan secara optimal, sehingga menciptakan
moral hazard di mana program dapat terus dijalankan tanpa
teruji dampaknya di lapangan.

B. Kritik Sistem Evaluasi Program: Dari
Output ke Outcome

Sistem evaluasi PKUB saat ini cenderung berfokus pada output
(misalnya, jumlah kegiatan dialog yang dilaksanakan, jumlah
peserta pelatihan, atau terbitnya laporan), bukan pada outcome
yang terukur (misalnya, resolusi konflik yang berhasil atau
penurunan rating daerah rawan intoleransi). Kesenjangan ini
terlihat jelas ketika membandingkan fokus program dengan
jenis pelanggaran utama.




Tabel 2. Fokus Program PKUB versus Jenis Pelanggaran
KBB (2019-2024)

Jenis
Pelanggaran
KBB Utama
(SETARA/Kom
nas HAM)

Fokus
Progra
m
PKUB
(2019-
2024)

Tingkat
Keterjangka
uan Solusi
PKUB

Kesenjan
gan Kritis

Pembatasan/Penu
tupan Rumah
Ibadah

Fasilita
si dan
Medias
i PBM
(via
FKUB)

Kontroversia
I dan
kontraproduk
tif.? Terbatas
pada
implementasi
regulasi yang
cacat.

PKUB
gagal
menetralk
an FKUB
dari
kepenting
an
mayoritas
lokal dan
gagal
mereform
asi PBM
9/8.

Diskriminasi/Pers
ekusi Kelompok
Minoritas

Tidak
memiliki
daya paksa
hukum di
tingkat lokal,
kurang
menyentuh
aparat Pemda

Fokus
pada
edukasi
daripada
penegaka
n hak dan
keadilan
13 yang
bersifat
promotif.




yang
diskriminatif.

Kapasitas
SDM KUA
terbatas

Konflik Laten Pelatih
Etnoreligius Pra- an
Pemilu SDM tidak
KUA, dalar_n . selalu
mediasi .
EWS konflik menjangk
kompleks.® L
rawan
intoleransi
(di luar
zona
prioritas
kegiatan).

Program
PKUB

Analisis ini menunjukkan bahwa program utama PKUB
(fasilitasi FKUB) justru terhambat oleh regulasi yang cacat
(PBM 9/8), yang menjadi penyebab utama pelanggaran.

Jika laporan NGO konsisten menunjuk pada kegagalan
FKUB/Pemda lokal ¢ ini menunjukkan PKUB gagal
melaksanakan fungsi monitoring yang ketat terhadap kinerja
FKUB atau gagal memberikan sanksi/intervensi terhadap
Pemda yang melanggengkan diskriminasi.

C. Keterbatasan Jangkauan Program PKUB
dan Peran FKUB

Selain masalah metodologi evaluasi, terdapat isu penargetan
geografis. Meskipun PKUB menjalankan program dialog,
kegiatan ini sering gagal menjangkau daerah rawan yang
membutuhkan intervensi paling mendesak, karena daerah




tersebut seringkali berada di luar zona prioritas yang
ditetapkan.

Lebih lanjut, peran FKUB berada di tengah kontradiksi.
Sementara beberapa studi kasus menunjukkan keberhasilan
FKUB dalam memfasilitasi kerukunan dan perizinan tanpa
konflik (misalnya di Kota Pekanbaru) », kasus-kasus lain secara
masif menyoroti FKUB sebagai gatekeeper yang memveto hak
minoritas.s

Kondisi ini menunjukkan bahwa PKUB harus memanfaatkan
kewenangan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) untuk memastikan tegaknya sanksi administratif
terhadap Pemda yang gagal melindungi KBB, mengingat
PKUB memiliki mandat evaluasi dan pelaporan.:




V. Sinergi Lintas Sektor dan Integrasi
Kebijakan HAM

A. Kelemahan Sinergi Ad Hoc Lintas K/L

Isu KBB bersifat multi-sektoral, melibatkan aspek agama
(Kemenag), pemerintahan lokal (Kemendagri), hak asasi
manusia (Komnas HAM/Kemenkumham), dan keamanan
(BNPT). Meskipun PKUB telah mencoba menjalin sinergi data
keagamaan dengan Kemendagri dan ormas =, koordinasi ini
masih bersifat ad hoc dan belum sistematis dalam bentuk
platform bersama atau dashboard nasional.

Fragmentasi kebijakan ini memiliki dampak nyata: PKUB
beroperasi di ranah dialog dan fasilitasi, sementara Komnas
HAM berfokus pada penegakan hak, dan Kemenkumham
berfokus pada kerangka legal.» Kesenjangan ini menyebabkan
duplikasi program di bidang dialog, tetapi menghasilkan celah
besar di bidang penegakan hukum dan perlindungan korban
faktual.=

B. Mendesain Arsitektur Data KBB Nasional

Kebutuhan akan kebijakan One Data Policy untuk KBB sangat
mendesak. PKUB berpotensi besar menjadi pusat data nasional
KBB. Untuk mewujudkan hal ini, PKUB harus berkolaborasi
erat dengan Komnas HAM dan lembaga independen seperti
SETARA Institute dan Imparsial untuk menyusun dashboard
yang menyajikan data KUB (persepsi) dan data pelanggaran
faktual (realitas) secara bersamaan. Hal ini akan memaksa




PKUB untuk mengatasi kesenjangan yang ada melalui
kebijakan yang benar-benar terinformasi.

C. Kebutuhan Integrasi PKUB dalam
Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM)
2025-2029

Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) merupakan jalur
formal bagi PKUB untuk mengintegrasikan programnya ke
dalam kerangka penegakan hak yang lebih luas.z Untuk
menjamin akuntabilitas dan dukungan lintas
kementerian/lembaga (K/L), PKUB harus memastikan bahwa
kegiatan dan alokasi anggarannya diintegrasikan secara
eksplisit dalam pilar "Hak atas Kebebasan Beragama" dalam
RANHAM 2025-2029. Integrasi ini akan memastikan bahwa
program PKUB diukur berdasarkan standar hak asasi manusia
dan memiliki dukungan politik serta anggaran yang kuat dari
Kemenko PMK dan Kemenkumham.z




V1. Rekomendasi Kebijakan Prioritas
dan Reformasi Struktural

Berdasarkan analisis kritis terhadap Paradoks Kerukunan dan
celah tata kelola 2019-2024, enam rekomendasi kebijakan
berikut harus menjadi prioritas utama PKUB:

A. Prioritas 1: Keterbukaan Data dan
Dashboard Nasional KBB

PKUB wajib membangun dashboard publik yang memuat tren
KBB, realisasi program PKUB, dan peta daerah rawan
intoleransi (2019-2024) bekerja sama dengan Komnas HAM
dan SETARA Institute. Transparansi ini mencakup publikasi
data agregat realisasi DIPA PKUB yang dikorelasikan dengan
hasil pengukuran konflik.

B. Prioritas 2: Reformasi Tata Kelola PKUB
Berbasis Data Outcome

Setiap program DIPA PKUB wajib memiliki Indikator Kinerja
Utama (IKU) berbasis hasil (outcome), bukan sekadar output.
IKU harus mencakup pengurangan konflik yang terukur di
zona merah atau peningkatan skor toleransi aktif (mengatasi
kritik metodologi KUB »). Semua kegiatan harus di-geotagging
untuk memastikan sumber daya dialokasikan secara efektif ke
daerah yang paling rentan.




C. Prioritas 3: Integrasi DIPA dan Program
PKUB dengan Rencana Aksi Nasional HAM
(RANHAM)

PKUB harus menjadikan kegiatan utamanya, terutama fasilitasi
regulasi dan mediasi, sebagai bagian integral dari pilar "Hak
atas Kebebasan Beragama" dalam RANHAM 2025-2029.z Hal
ini memerlukan alokasi pos DIPA khusus yang ditandai
sebagai belanja KBB-RANHAM.

D. Prioritas 4: Skema Pendanaan Inklusif
dan Kemitraan Masyarakat Sipil

PKUB harus mengalokasikan persentase tetap dari DIPA
untuk skema hibah kecil yang kompetitif bagi organisasi
masyarakat sipil (Ormas), lembaga akademik, dan media
yang bekerja pada resolusi konflik berbasis komunitas
(bottom-up).» Kemitraan ini akan memberikan data
lapangan yang lebih akurat dan memperluas jangkauan
intervensi PKUB.

E. Prioritas 5: Pemantauan Independen dan
Audit Sosial

PKUB harus secara rutin mengundang lembaga akademik dan
NGO HAM (misalnya Imparsial =, SETARA) untuk
melaksanakan audit sosial independen terhadap implementasi
program dan efektivitas penggunaan DIPA. Audit ini penting
untuk menjamin objektivitas dan akuntabilitas.




F. Prioritas 6: Penguatan Kapasitas Aparatur
dan Reformasi Kewenangan FKUB

Reformasi struktural yang paling krusial adalah revisi total
Peraturan Bersama Menteri (PBM) No. 9 dan 8 Tahun
2006. Kewajiban rekomendasi FKUB untuk perizinan rumah
ibadah harus dihapuskan atau diubah menjadi peran fasilitasi
non-determinatif.. PKUB harus memimpin upaya ini untuk
mereformasi FKUB dari 'otoritas veto' menjadi 'mediator
murni'. Selain itu, diperlukan peningkatan kompetensi anggota
FKUB dan SDM KUA melalui pelatihan reguler yang berfokus
pada conflict sensitivity dan mediasi HAM berbasis studi kasus
lokal.




V1I. Penutup dan Proyeksi Kebijakan

Periode 2019-2024 menunjukkan PKUB berada di
persimpangan strategis. Meskipun narasi kerukunan yang
diusung (Moderasi Beragama) berhasil meningkatkan indeks
persepsi (KUB), fakta di lapangan menunjukkan bahwa fondasi
Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan masih rapuh,
dibuktikan dengan lonjakan signifikan dalam insiden
pelanggaran faktual.

Analisis ini menyimpulkan bahwa PKUB hanya akan efektif
jika berani bertransformasi dari fasilitator harmoni wacana
menjadi penjamin hak substansial. Transformasi ini menuntut
tata kelola berbasis data yang transparan, fokus evaluasi pada
outcome pengurangan konflik, dan yang paling fundamental,
keberanian politik untuk mereformasi regulasi diskriminatif
(PBM 9/8 Tahun 2006).

Jika PKUB berhasil mengintegrasikan programnya ke dalam
kerangka penegakan HAM nasional (RANHAM) dan menjalin
kemitraan substantif dengan masyarakat sipil, PKUB
berpeluang besar untuk mengatasi Paradoks Kerukunan dan
memperkuat fondasi kebangsaan Indonesia yang majemuk
secara berkelanjutan.
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Langkah akademiknya mencapai puncak pada jenjang
Doktor Teologi (D.Th.) di Sekolah Tinggi Teologi Dian
Harapan, Jakarta, dengan predikat Cum Laude.
Disertasinya yang fenomenal berjudul “Algorithmic
Theology: A Conceptual Map of Faith in the Digital Age”
melahirkan gagasan Teologi Algoritma—sebuah locus
baru dalam upaya kontekstualisasi iman di tengah realitas
digital. Melalui penelitian tersebut, ia menegaskan bahwa
algoritma dapat dipahami sebagai locus theologicus baru,
sementara Logos—Sabda Allah—tetap menjadi pusat
iman Kristen, bahkan di era logika algoritmik yang
mendominasi kehidupan digital.




Disertasi tersebut kini telah diterbitkan dalam dua versi:

o “Teologi Algoritma: Peta Konseptual Iman di
Era Digital” (Bahasa Indonesia)
¢ Baca di sini
“Algorithmic Theology: A Conceptual Map of
Faith in the Digital Age” (Bahasa Inggris)
7 Baca di sini

Karya akademisnya pada jenjang magister juga sudah
dibukukan dalam “Membangun Kerajaan Allah di Era
Digital” P akses di sini serta dapat dilihat lengkap ¢
di sini.

Selain karya ilmiah, Dharma Leksana produktif menulis
ratusan buku dalam bentuk penelitian akademik, buku
populer, kumpulan puisi, hingga novel. Karya-karya
tersebut dapat diakses melalui TOKO BUKU PWGI
r lihat koleksi.

Kiprah Organisasi & Media

Di ranah pelayanan dan media, Dharma Leksana adalah:

e Pendiri dan Ketua Umum Perkumpulan
Wartawan Gereja Indonesia (PWGI)
Pendiri berbagai media digital Kristen, antara
lain:

o wartagereja.co.id
beritaoikoumene.com

teologi.digital
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o Mmarturia.digital

o serta puluhan media lain yang tergabung
dalam PT Dharma Leksana Media
Group (DHARMAEL), di mana ia
menjabat sebagai Komisaris

Selain itu ia juga aktif memimpin sejumlah lembaga dan
perusahaan:

Direktur PT. Berita Siber Indonesia Raya
(BASERIN)

Komisaris PT. Berita Kampus Mediatama
Komisaris PT. Media Kantor Hukum Online
Pendiri & CEO tokogereja.com

Ketua Umum Yayasan Berita Siber Indonesia
Direktur PT. Untuk Indonesia Seharusnya

Karya dan Pengaruh

Sebagai pemikir sekaligus pelaku, Dharma Leksana
memposisikan dirinya sebagai jembatan antara teologi,
pewartaan digital, dan transformasi sosial. la aktif
menulis buku, artikel, serta menjadi narasumber dalam
berbagai forum gereja, akademik, dan media.

Karya-karya populer yang banyak dibaca antara lain:

Mencari Wajah Allah di Belantara Digital ¢
akses

Jejak Langkah Misiologi Gereja Perdana
akses

Agama, Al, dan Pluralisme 2 akses
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Fenomenologi Edmund Husserl di Era Digital
¢ akses

Alvin Toffler dan Teologi Digital ¢z akses
Algoritma Tuhan: Refleksi tentang Sang
Programmer Alam Semesta % akses

Jurnalisme Profetik di Era Digital ¢ akses
Teologi Digital dalam Perspektif Etika Dietrich

Bonhoeffer 2 akses

Dr. Dharma Leksana terus melanjutkan kiprahnya
sebagai seorang teolog digital, jurnalis profetik, dan
pendidik iman, dengan visi membangun komunikasi
Kristen yang kontekstual, transformatif, dan selaras
dengan dinamika zaman digital.
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Sinopsis

Buku PKUB dan Paradoks Kerukunan adalah telaah tajam atas
perjalanan kebijakan dan tata kelola kerukunan umat beragama
di Indonesia dalam kurun waktu 2019-2024. Dengan
pendekatan ilmiah-kritis, buku ini membongkar paradoks
antara meningkatnya Indeks Kerukunan Umat Beragama versi
pemerintah dan memburuknya angka pelanggaran kebebasan
beragama versi lembaga independen.

Analisis diarahkan pada tiga isu utama: (1) kegagalan regulasi
PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 yang dinilai memperkuat
diskriminasi, (2) lemahnya tata kelola dan transparansi PKUB,
serta (3) ketidakefektifan program Moderasi Beragama dalam
merespons konflik faktual di lapangan.

Buku ini juga menawarkan peta reformasi kebijakan yang
konkret, menekankan pentingnya evidence-based policy,
integrasi PKUB ke dalam kerangka HAM nasional, serta revisi
regulasi diskriminatif yang menghambat kebebasan beragama.
Dengan fondasi data, riset, dan refleksi teologis yang kuat,
karya ini menjadi bacaan penting bagi pembuat kebijakan,
akademisi, aktivis HAM, dan pemuka agama yang ingin
memahami dinamika kerukunan beragama secara lebih jernih
dan realistis.

Pada akhirnya, buku ini mengajak pembaca untuk melihat
bahwa kerukunan sejati hanya mungkin tumbuh ketika negara
tidak sekadar menuturkan harmoni, tetapi menjamin keadilan
bagi semua iman.
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